
GUBERNURGORONTAW

PERATURANGUBERNURGORONTAW

NOMOR TAHUN2023

TENTANG

PEMBINAANDANPENGAWASANBADANLAYANANUMUMDAERAH

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNURGORONTAW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal22 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan

tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum
Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014
Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta KeIja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ten tang Perubahan Atas
Peratura..l1 Pemenntah Nemer 23 Ta..l}un 2005 tentang
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Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Urnurn Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG n" 1\Tunll

PENGAWASANBADANLAYANANUMUMDAERAH.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubemur adalah Gubemur Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubemur dan Dewan

Penvakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Satuan KineTja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku
pengguna anggaranj pengguna barang.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalQ~ sistem oleh unit teknis
dinasjbadan daerah dalam rnemberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan

8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan
dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan
Iayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehid upan bangsa.

9. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi
organisasai berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik



dalam rangka pemberian Iayanan yang bermutu,
berkesinambungan dan berdaya saing.

10. Pemimpin BLVD adalah pimpinan unit pelayanan teknis BLVD
yang bertindak selaku kuasa pengguna anggaranjkuasa pengguna
barang dan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai
penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

11. Dewan Pengawas BLVDyang selanjutnya disebut Dewan Pengawas
adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap
pengelolaaD BLUD.

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBDdan bertindak sebagai bendahara umurn

13. Rencana Eisnis daT"lAnggaran yaT"lgse!aT"ljutnya disingkat REA
adalah Dokumen rencana anggaran tahunan BLVD yang disusun
dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana keIja dan
anggaran SKPD

1 /l
.1. .,. • l'~ilai orrLZet adala..'1 'C"Dl .•.• _" .• t... _~_~ +__

~lU.1. I...Ul P\;llUa.pa.U:Ul oprasional ~yang

diterima BLVD yang berasal dari jasa layanan yang diberikan
kepada masyarakat, hasil keIjasama BLVD dengan pihak lain
danjatau hasil usaha lainnya.

15. Nilai asset adalall jumla}l ah....•..Jva yang terccultum dalcull neraca
BLVDpada akhir suatu tahun buku tertentu.

BAB II
PEMBINADANPENGAWASBLVD

Pasal 2
Pembina dan Pengawas BLVDterdiri atas:
a. Pembina teknis dan pembina keuangan;
b. Satuan penga"\;y'asinternal; dan
c. Dewan Pengawas.

BBlIl
PEMBINATEKNISDANPEMBINAKEVANGAN

Pasal3
(1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a

yaitu kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan
pemerintcu~an yculg bersangkLitcul;

(2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a
yaitu PPKD



Pasal4

(1) Kepala SKPD sebagai pembina teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1)memiliki tugas :
a. membeIikan sosialisasi kepada BLVD terkait tata laksana,

petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi
terkait pelaksanaan dan capaian program BLVD;

b. membeIikan supervisi kepada BLVD terkait pelaksanaan dan
capatan program BLUD;

c. membeIikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan
asistensi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BLVD;

d. membeIikan konsultasi terkait kebutuhan BLVD akan
informasi dala.m pelaksanaa..l1 tugas da..l1fungsmya;

e. melaporkan usulan pendidikan dan pelatihan dalam rangka
pengembangan kompetensi pejabat pengelola dan pegawai
BLVD;dan

peningkatan kinerja layanan pada BLVD.
(2) PPKD sebagai pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2)memiliki tugas :
a. membertkan sosialisasi kepada BLVD terkait tata laksana,

petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi
terkait penatausahaan keuangan pada BLVD;

b. memberikan supervisi kepada BLUD terkait penatausahaan

c. membeIikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan
asistensi terkait pelaksanaan penatausahaan keuangan dan
penyusunan laporan keuangan BLUD;

evaluasi dokumen perencanaan;
e. membeIikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka rangka

pengembangan kompetensi pejabat pengelola dan pegawai
BLUD;dan

f. melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya
peningkatan kineIja keuangan pada BLVD.

~,,~ T'T
DnD tV

SATVAN PENGAWAS INTERNAL
Pasal5

(1) SatUati pengav,,-ashltemal sebagaimatia dimaksud dalam Pasal 2
huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin BLVDuntuk pengawasan



dan pengendalian internal terhadap kineIja pelayanan, keuangan
dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek
Bisnis Yang Sehat.

(2) Satuan Pengawas Internal pada BLUD paling sedikit beIjumlah 1
(satu) orang dan paling banyak beIjumlah 3 (tiga) orang.

(3) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah
pemimpin BLUD.

(4) Pembentuk<=tn seb<=tgaimana dimaksud p<=tda ayat (2) dengan

mempertim bangkan :
a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
b. kompleksitas manajemen; dan
c. volume dan atau jangkaua.T'!.pelayanan.

Pasa16
(1) Tugas satuan pengawas intemal, membantu menajemen untuk:

a.
b.
c.
d.

menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
mencipkatakn efisiensi dan produktifitas; dan
mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam
penerapCUlPraktek Bisnis Yculg Sehat.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang
bersangkutan harus memenuhi syarat:
a. sehatjasmani dan rohani;

baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan BLUD;

c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
d. memcu'1amitugas dcul fungsi BLUD;
e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
f. berijazah paling rendah 0-3 (Diploma III);
g. pengalaman keIja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi

55 (lima pulih lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
1. tidak pernah dihukum karen a melakukan tindak pidana yang

merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
j. tidak sedculg menjalculi S<Ulksipidana;
k. mempunyai sikap independan dan objektif.



BABV
DEWANPENGAWAS

Bagian kesatu
Kedudukan

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap BLVD dapat
dibentuk Dewan pengawas.

(2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat dilak-ukan oleh BLVDyang memiliki:

a. realisasi pendapatan dengan besaran tertentu menurut laporan
realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir; atau

b. nilai aset dengan besaran tertentu menurut neraca 2 (dua)
.L. __ 1_, .....•_ 4- ••••..• 1_t....~_
Lct.llUll Lel ~1l11 •

(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk
untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan
pejabat pengelola BLVD.

(1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektifkolegial

Bagiat. kedua
Keanggotaan

PasalB

(1) Jumlah anggota Dewat. Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau
5 (lima) orang.

(2) Salah satu anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan sebagai Ketua

(3) Jumlah anggota Dev.'ful Fenga\vas paling banyak 3 (tiga) orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLVDyang memiliki:
a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2

(dua) tahun terakhir sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh
_;1...~ ..._:__\~ .....4- •..•..••..•

l!ll1yrtl 1Uplrt11], rtLrtU

b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp
150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai
dengan Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).

(
11\
"TJ Jumlah Anggota De\~ian Pengm••..as paling bfulyak 5 (lima) orang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLVDyang memiliki:
a. realisasi pendapatan menurut laporan re.alisasi anggaran 2
(dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp 100.000.000.000,00
(seratus milyar rupian); atau



b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari
Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).

Pasal9
(1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (3) terdiri atas unsur:
a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi

kegiatan BLVD;
b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi

pengelolaai"1keuangan daerah; dan
c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLVD.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (4) terdiri atas unsur:
a. 2 (dua) orang pejabat Penitlgkat Daerah yang membidangi

kegiatan BLVD;
b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi

pengelolaan keuangan daerah; dan
c. 1 (satu) orang tenaga ah.liyang sesuai dengai"1kegiatan BLVD.

(3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat 2
huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi
yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLVD.

(4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3
(tiga)BLVD.

(5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pejabat
pengelola BLVDdiangkat.

(6) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (5),harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahliai"1.,inte~.l~tas, kepemimpinan, pengalilillan, jujur,

perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan
dan mengembangkan BLVD;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
d. memiliki pengetili'1Uili"'1.yang memadai tenta..lg tugas dan fungsi

BLVD;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f. berijazah paling rendah S-1 (Strata 1);

h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, De-v.ranPengawas atau
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha
yang dipimpin dinyatakan pailit;

1. tidak sedililg menjalani sai"1ksipidana; dilil



J. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala
daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon
anggota legislatif.

Bagian ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 10

(1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
a. memantau perkembangan kegiatan BLVD;
b. menilai kineIja keuangan maupun kineIja non keuangan BLVD

dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk
d;t;nd~kl~n;ut-i olph nP;~h~t nP....,O"Plnl~"Rl11n.~""........... ~ '-4-&-.LJ •....•.. ..._ .•..a. r-J - ""t'- b- _•.........~~- ~,

c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kineIja dari
hasillaporan audit pemeriksa ekstemal pemerintah;

d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola BLVD dalam
m~l_lr-. l.,.._- .•.....•#""T __ ,.1 __ 1.,.. __ ..,_.:.: .•..•• ,. .•._. ,.1 __
HC a.~;;:'CU.LQ.fiCU.L l.U5a.;;:, UCU.L hCWCl.JiUCU.L.L.L)'a., UCU.L

e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
1. RBAyang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan
BLUD; dai'1.

3. KineIja BLVD.
(2) Penilaian kineIja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b diukur paling sedikit meliputi:
a. memperoleh hasH usaha atau hasH kerja dfu-i layfu"1.fu"1.Yfu"1.g

diberikan (rentabilitas);
b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
d. kemfullpuan peneruTili.fu"1.dfu-i jasa layfu"1.fu"1.unt'llk membiayai

pengeluaran
(3) Penilaian kineIja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan,
proses internal pelayanfu"1.,pembelajarfu"1.dfu"1.pertumbuhan.

(4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Gubemur secara berkala paling
sedikit 1 (satu) kali dalam satu tabun atau sewaktu-waktu jika
diperlukfu"1..

Pasalll
(1) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (4) terdiri atas:
a. laporan periodik; dan



b. laporan akhir.
(2) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

merupakan laporan yang dibuat secara berkala setiap 1 (satu)
tahun sekali.

(3) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada a..vat (1) huruf b.
merupakan laporan yang dibuat pada akhir masa jabatan Dewan
Pengawas.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) menggunakan
sistematika sebagai berikut:
a. pendahuluan:

1. latar belakang;
2. maksud dan tujuan pengawasan; dan

b. kondisi BLVD:
1. non keuanganJ pelayanan;
2. keuangan;
3. organlsasl dan

prasarana.
c. pelaksanaan pengawasan:

1. kegiatan pengawasan;
2. mateD dan hasil pengawasan ;

sarana dill!

3. penilaian kineIjajevaluasi (non keuanganjpelayanan dan
keuangan);

4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
5. tindak la.iijut atas hasil pengawa5all sebeluIT'lllya.

d. kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 12

(1) Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan pengawasan,
Dewan Pengawas melakukan komunikasi dan koordinasi dalam
bentuk rapat dan konsultasi.

(2) Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (saru) bulful.

(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
sesuai kebutuhan melalui pertemuan koordinasi, media elektronik
danj atau media lainnya.
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Bagian keempat
Masa Jabatan, Pemberhentian, dan Penggantian

Pasal13

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun,
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan berikutnya
apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

(2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia
paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dan UnStlT
tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan
berikutnya.

Fasal 14
(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubemur karena:

a. meninggal dunia;
b. masa jabatan berakhir; atau
C. diberhentikful sewaktu-,vak"tu.

(2) Anggota Dewan Pengawas, dapat diberhentikan sewaktu-waktu
sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf c apabila:
a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. tidak melaksfulakan ketentuful peraturan peru.ndang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD
d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap;

f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan
kerugian pada BLUD,negara atau daerah.

Pasai 15
(1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1). dapat dilakukan
penggantian anggota Dewan Pengawas dengan persyaratan
sebagaimfula dimaksud dalfuli Pasal 9 ayat (5).

(2) Pengganti Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berasal dari un sur yang sarna dengan dewan yang digantikan.

(3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkful selama sisa masa jabatall
anggota Dewan Pengawas yang diganti.
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Bagian kelima
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 16

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas,
Gubemur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.

(3) SekretaTis Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bukan meru pakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat
bertindak sebagai Dewan Pengawas.

(4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sekretaris Dewan Pengawas
sebagaimaIla dima..lcsud pada ayat (2), BLUD dapat membentuk
sekretariat Dewan Pengawas.

BAB VI
METODE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

(1) Pelaksanaan Pembinaan dilakukan melalui sosialisasi, supervisi,
bimbingan teknis dan asistensi.

(2) Pelaksanaan PengawaSful dapat dilakukan melalui :
a. review;
b. monitoring dan evaluasi;dan
c. pemeriksaan.

BAB VII

PENDANAAN
Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubemur ini bersumber dari :
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan

peraturan pelundang-undangan.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal19
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

2023

HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo
padatanggal 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

SYUKRI J.BOTUTIHE

BERITA DAERAH PROVINSi GORONTAW TAHUN 2023 NOMOR
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